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I. PENDAHULUAN
1. PENGERTIAN
a. NamaKegiatan.
Nama Kegiatan adalah PEMBANGUNAN/REHABILITASI  DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA POS PELAYANAN KESEHATAN IKAN TERPADU (POSIKANDU)
b. Pengguna Anggaran.
Bertindak sebagai Pengguna anggaran adalah Kepala Dinas Perikanan  Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Komp. Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Wewangriu-Malili
c. Pengelola Kegiatan.
Bertindak sebagai Pengelola Kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta unsur teknis dan administrasi yang ditunjuk (bila ada).
d. Pejabat Pengadaan.
Pejabat Pengadaan terdiri dari personil yang berasal dari lingkungan Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah, yang diangkat oleh Kepala Dinas Perikanan dengan Surat Keputusan Pemberi Tugas dan bertugas untuk melaksanakan proses Pengadaan Langsung Paket Pekerjaan Dinas Perikanan.
e. Konsultan.
Konsultan adalah perusahaan peserta pengadaan Jasa Konsultan Perencana yang telah ditetapkan sebagai pemenang pengadaan dan menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak  dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. LATAR BELAKANG
1) Setiap Pembangunan Konstruksi harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsinya.
2) Setiap Pembangunan Konstruksi, termasuk sarana dan prasarana harus diawasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan bangunan yang layak dari segi teknis, biaya dan administrasi bagi pembangunan/ rehabilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu).
3) Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu team yang berperan di dalam melaksanakan Perencanaan.
4) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD 2022 untuk  Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi  dan penyediaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu) yang akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai perencanaan.
5) Bahwa untuk itu penyedia jasa konsultan perencana untuk bangunan Pos Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu) perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
6) Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyedia jasa perencanaan teknis sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan proyek.
3. MAKSUD  DAN TUJUAN
a. Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu). 
b. Dalam penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini.
c. Tujuannya adalah Pembangunan/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu) yang akan menghasilkan suatu sarana dan prasarana yang memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi struktur (konstruksi) dan fungsional serta tahan untuk jangka waktu tertentu serta untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar sesuai standar dari Dinas Perikanan.
4. LINGKUP KEGIATAN
a. Lingkup kegiatan  adalah  membuat  Detailed  Engineering  Design (DED) 
b. Lingkup pekerjaan yang akan dibuat rencana teknisnya adalah rencana Pembangunan/rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Ikan Terpadu (Posikandu)
II. DASAR PELAKSANAAN
Pelaksanaan Pengadaan Jasa konsultansi perencanaan Pembangunan/ rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu), mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Mentri Kelapatuatan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.
4. Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022
5. Ketentuan lain yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PA/KPA atau PPK.
III. NAMA ORGANISASI PENGADAAN
Nama PPK
:  ROSMERI, S.Pi
SatuanKerja
:  Dinas Perikanan Kabupaten LuwuTImur
IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Untuk merencanakan penyelesaian Pembangunan/ rehabilitasi dan penyediaaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan (Posikandu) ini konsultan harus mengikuti proses dan lingkup tugas yang harus dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, meliputi tugas-tugas perencanaan yang terdiri dari:
1. Pengumpulan data lapangan
2. Perhitungan dan analisa teknis
3. Gambar dan perencanaan teknis
4. Penyusunan rencana detail antara lain membuat:
1) Gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui.
2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
3) Rincian volume  pelaksanaan pekerjaan.
4) Gambar-gambar pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya serta Spesifikasi Teknis di buat dalam bentuk file PDF.
5) Gambar Pengesahan;
6) Dokumen Pengadaan/Dokumen Lelang (BQ);
7) Seluruh dokumen yang dihasilkan digandakan sebanyak 3 (tiga) Eksemplar.
8) Laporan akhir perencanaan meliputi laporan penyelenggaraan perencanaan teknis secara lengkap digandakan sebanyak 3(tiga) eksemplar.
V. TANGGUNG  JAWAB PERENCANAAN

1. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik profesi yang berlaku.
2. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut:
1) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
2) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan,
3) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan,  standar, dan pedoman teknis bangunan untuk Tempat Pelayanan dan Penanganan Kesehatan ikan.
4) Melakukan revisi gambar jika dibutuhkan setelah mendapatkan justifikasi teknis dari Konsultan pengawas.
5) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya jika terjadi kegagalan konstruksi.
VI. BIAYA
1. Biaya Perencanaan
a. Besarnya biaya pekerjaan perencanaan mengacu pada DPA Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.
b. Besarnya biaya konsultan Perencanaan merupakan biaya tetap dan pasti.
c. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Perencana.
2. Sumber Dana
a. Sumber dana untuk kegiatan ini berasal dari APBD T.A 2021.
b. Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan ini sebesar Rp. 10.545.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh lima Ribu Rupiah).
VII. KELUARAN
Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berupa laporan sekurang- kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Laporan Pendahuluan.
Tahap Konsep Desain/Rencana Teknis, terdiri dari :
a. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan.
b. Konsep siskematik Pembangunan/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu), termasuk konsep prakiraan rencana anggaran biaya.
c. Laporan data dan informasi lapangan yang ada.
2. Laporan Akhir, meliputi:
1) Gambar rencana detail pelaksanaan Pembangunan/rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu) 
2) Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
3) Rencana kegiatan dan volume pekerjaan(BQ).
4) Rencana anggaran biaya (RAB).
5) Laporan perencanaan Pembangunan/rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu)  lengkap dengan perhitungan-perhitungan yang diperlukan.
VIII. PROSES PERENCANAAN
1) Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
2) Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, produk antara dan produk pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.
3) Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan ádalah mengikat.
4) Jangka waktu pelaksanaan adalah 10 (sepuluh) hari kalender sejak SPMK ditandatangani.
IX. MASUKAN
1. TENAGA
Untuk melaksanakan pekerjaan ini, Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan, baik ditinjau dari segi lingkup pekerjaan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.
Tenaga – tenaga yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan ini terdiri dari:
A. TENAGA AHLI
1. Ketua Tim (Team Leader)

Sebagai Ketua Tim, tugas utamanya adalah memimpin/koordinir seluruh kegiatan tim dalam pelaksanaan pekerjaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai. Bertanggung jawab secara seluruh hasil Perencanaan. Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata 1 (S1) Jurusan Teknik Arsitektur/Sipil lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman dalam perencanaan di bidang Perencanaan Konstruksi, struktur dan Survey sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
B. TENAGA K3
1. Tenaga K3 ( 1 orang ) 
Pendidikan: min. STM/D3 
Pengalaman: min.1th
2. PENDEKATAN  DAN  METODOLOGI

Konsep pendekatan yang akan dilakukan oleh konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan metodologi pelaksanaan, serta menggambarkan kemampuan Konsultan untuk memahami dan menindaklanjuti isi KAK dengan penjabaran dalam metodologi dan pendekatan umum/teknis. Penggunaan metodologi yang sesuai dan diharapkan pekerjaan akan selesai sesuai dengan waktunya dengan hasil yang memuaskan.
X. PROGRAM KERJA
1. Konsultan Perencana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:
a. Jadwal kegiatan secara detail.

b. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya). Tenaga-tenaga yang diusulkan konsultan perencana harus dilampiri curiculum vitae dan Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditugaskan.
c. Konsep penanganan pekerjaan perencanaan
2. Konsultan perencanan melakuka Asistensi.
3. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan masukan teknis dari PengelolaTeknis Proyek.
XI. PENUTUP
1. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka calon konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pengelola  Kegiatan.
3. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4 (empat) eksamplar/set dalam bentuk PDF, Word, Excell, Autocad
Malili, 31 Maret 2022 
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